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BI]PATI BOGOR

KEPUTUS$I BIJPATI BOGOR.

Nomor t 421.2/ 4O7 /Kpts/Hurk/2004
Lamplran !

TENTANG :

rzrN PENDIRTAN SEKOLAH DASAR (SD) BPS&K Vrrr TERPADU
ATAS NAMA YAY,qSAN PEMBAIiIGUNAN JABOTABEK

DI DESA CIPEUCANG KECAMATAN C.TI.EUNGSI

Menlmbang

Menglngat

a. bahwa daram 
tHr*TI.TPf;?-* 

pehyanan dan penrcGtaan
perdidikan dasar kepada masyarakat, serta mewuJudkan pelaksanaan
wajib belajar pendidikan dasar, perlu mernlredkan izin prndirian
Sekolah Dasar (SD) BPS&K VIII Terpadu yang berlokasi di Desa
Cipeucang Kecamatan Cileungsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbarrgan sebagaimana dlmaksud dalam
lturuf a, perlu menetapkan keputusan bupnti tentang Izin pendirlan
liekolah Dasar (SD) BPS&K VIII Terpadu Atas Nama yayasan
Pembangunan Jabotabek di Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsl;

1. t,lndang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berlta $legara Tahun 1950
$lomor 8);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang St$enr Pendldllon
Nasional (Lembann Negara Tahun 2003 Nonror 18, Tambahan
Lennbaran Negara Nomor a301);

3. undang-undang Nomor 32 Tahr.rn 2004 tentang tbmerlntahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tanrbahan Lembaran
f'legara Nomor tA37);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerlntah dan Kewenangan Propinsl Sebagat Daerah Obnom
iLembaran Negara lahun ?000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3953); '

5. l(epuhtsan .,.
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5. Keputusan Menteri pendidikan Nasionar Nomor 060/u/?002 tanggnt 26April2002 tentans pedoman pendirian sekorah;
6. Peraturan Daerah Kabupnten Bogor Nonror 9 Tahun 2004 tentangotganlsasl Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (l-embararr DaerahTahun 2004 Nomor 159);
7' KeputusalB.uOati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang pedoman Izinpendrrran sekorah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nonr6r 1g5);
B. Keputusan Bupati Bogor Nonror 061i100.F/KptvHuk/2002 tentangPendelegasian Kewenangan Penandatanganan ookumen AclminlstrasiPelayanan Umum Kepada Dinas pendidikjn;
9. Keputusan Bupati Bogor Nomor 060/263/KptsiHuk/2002 tentangProsedur Tebp Pemrosesan Dokumen Administruii puiJvanan UmumDi Bidang pendidikan;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang pelalcsanaan wajib
BelaJar pendfdikan Dasar;

2. surat .laryt citeungsi Nomor 420/364-sos tanggal 2g Met 2003perihal Rekomendasi;
3. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Izin pendlrlan Sekolah Dasartanggal 21 Juli 200a;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KENGA

KEEMPAT

KEUMA

Memlrcrikan izirr pendirian sekolah Dasar (sD) Bps&K \rm l.erpadu absnama Yayasan pernbangunan Jabotabek cfi riesa cfpnucang Kecamatan
Clleungsl.
Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berlakusepanJang mematuhl scmua ketentuan-peraturan per.undang-unoangan
yang berlaku dan wajlb melakukan daftar ulang lirer registrast) se6apawal tahurr pelaJaran kepada Dinas pencJidikan.
Menugaskan kepade Kepala Dinas penrJidikan Kabupaten Bogor untuknrelaksanakan penrbinaan dan nllembantu kelancaRn penyednggaraan
proses kegiatan belajar mengaiar.n
Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian
terhadap pihak lain, maka segala r-esiko yarrg timbuf sepenutrny. ,*jJoi
tanggung jawab pihak pen'egang izln dan keputusan Inl clapat dlbatalton,
l.g.lu penylmpangan dan atau kelalalan atas ketentuan dafamkeputusan Inl yang g?prt meruglkan kewlbawaan pernertntah daerah balk
TnggJa.maupun fldak sengala, maka keputusan tht ouatatton aeu baatdeml hukum.

KFENAM.. .
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Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepada pihak lain
dengan dalih apapun sebelum adanya persettf uan darl peinerlntah
Kabupaten Bogor.
wajib melengkapi semua perizinan dan perrsyaratan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perurrdang-undangan yang berraku.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di Cibinong
?7 llesenber 2004

ATI BOGOIT,

cq

KEENAM

KETUJUH

KEDEIAPAN

H
A'
I EFFENDI

Tembusan :
1. Yth. Dlrektur Jendral Digen Dikdasmen Depdiknas RI;
7, Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4, Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Fendidikan;
6. Yth. Camat Clleungsi;
7. Yth. Kepafa Desa Cipeucang Kecamatan Cileungsi.


